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ABSTRAK 


Musyawarab Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Larantuka 
bagian dati penyelenggarnan perencanaan pembangunan tingleat kecamatan berdasarkan 
Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahlln 2004 'entang Sistem Perencanaan 
Pembangunan, Musrenbang Kecamatau merupakan forum musyawarah autar pard 
pemangku kepentingan, 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam 
proses musrenbang Kecamatan Larantuka, Aspek-aspek untuk menganalisis partisipasi 
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah bentuk partisipasi, 
kewenangan pengambilan keputusan dan cara pemberian usolaa Pengumpulan data 
dilakukan mclalu; pengamatan, leknik wawancara dan studi dolnrrnentasi. sedangkan 
teknik analisis adalah deskriptif kualitatif. 

Temuan penelitian ini adalah: (1) partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pembangunan Kecamatau Larantuka secara wnum belum optimaL dimana 
bentuk partisipasi berupa, pemberian ide scrta gagasan dan bantuan tell3ga seatrd 

langsung masih rendah; (2) Kurangnya penyampaian ide dan gagasan dati masyarakat 
dikarenai<an terbatasnya forum dalam menampung usuIan masyarakat; (3) Cam 
pemberian usolan, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi serta usuIan 
kepada forum musrenbang masih rendah; dan (4) Partisipasi masyarakat dalam 
mengajukan usuIan program pembangunan tertulis dalam bentuk proposal masih rendah, 

Saran dati basil penelitian (I) Perlu mengoplimalkan kegiatau identifikasi 
masalah dan kebutnban masyarakat mulai tingkat desa;(2) Perlu ada peningkatan 
pemahaman perangkat keeamatan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme 
perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatiban; (3) Perlu adanya penyuluhan 
tentang pentinguya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan;( 4) Perlu 
sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa dan Kecamatan, 
SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian infurmasi kepada masyarak~.l; dan (5) 
Perlu adanya mekanisme untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam 
perencanaan pembangunan sehingga dibarapkan mWJCUl progmm barn yang tidak banya 
menekankan kegiatan pembangunan lisik saja, letapi juga pembangunan non fisik, 
Kala Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan. 
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ABSTRACT 


Musrenbang (Collaborative Assembling for Development Planing) in the Level 
Larnntuka district reprecent the commendation of Number 2S Year 2004 about System of 
Planing National Development which is assured by letter Circulation of Ministry, 
Musrenbang represent forum Usher the development Pe.rpetmtor in order to compling 
inwrougbt partisipative paIaning and have continuation. 

This research aims to descn'be the commurul)' participation in the plaruring process at 
the Larantuka District, Aspects ofthe communii)' participation in the pJaruring process are a 
form of participation, decision-making authority and method of submitting proposals. Ibis 
research uses descriptive qualitative approach. In this research, collecting data is done 
through observation, interview techniques and documentation study. 

The results shows that: (I) commurul)' participation in the plaruriog process at 
Lanmruka District, generally does not run optimally; (2)The participation such as 
attendance, giving ideas and physical assistance in planning meetings are still low; (3) Lack 
of submission of ideas and suggestions from the communiI)' because of the limited 
communiI)' forum to accommodate the proposal; and (4) Regarding the method of proposal 
submission, community participation 10 gather information to be presented at the meeting 
forum still low. Meeting forum is not fully implemented by local leaders, and community 
participation in rural development programs proposed by the form of posts in the proposal 
is still low. 

The research suggests as follows (I) It is suggested to optimize the activities to 
identifY problems and commuruty needs. (2) It needs increased understanding ofthe village 
and the commuruty regarding the medIlmism of developmeol planning through training 
program. (3) Counoeling need tobe condncted irnpoI1aDCe of the community role in 
development planning. (4) Socialization should be kept on by empowering rural 
goveroment, sub district, local offices. and development cadms in the provision of 
infonnation to the community (5) There should be a mechanism to engage the wider 
community in the planning of rural development that are expected to emerge a new 
program that not ollly emphasizes physical developmeot activities, but also non-physical 
development 
I<.evwon:ls: Public Participation, Developmeot Planing. 
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BABH 
TlNJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan oleh 

berbagai pihak, baik individu maupun kelompok_ Berikut ini ditampilkan 

beberapa pnelitian terdahulu untuk mendukung teori yang eli kaji dan keaslian 

penelitian ini. 

Johnson Pasaribu (20 lO) dengan penelitian yang berjudul "Kajian Proses 

Perencanaan Pembangunan Melalui Peranan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan 

Sumbu/ (Dairi)" menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk 

mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di 

kecamatan, Sumbul kabupaten Dairi, Sumatera utara. 

HasH penelitian kajian proses Perencanaan Pembangunan Me/a1ui Peranan 

Partisipasi menunjukan bahwa: 1) Hasil Musyawarah Perencanaaan Pembangunan 

belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 2) Tingkat partisipasi 

masyarakat dalam Musrenbang masih sangat kurang terutarna di tingkat 

desalkelurahan dan kecamatan karena terbatasnya akses masyarakat terhadap 

informasi publik. 3). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah 

sehingga kurang memahami pentingnya perencanaan pembangunan yang 

partisipatif 4) Kurangnya sosialisasi dan pemerintah tentang pengadaan 

Musrenbang terutama di tingkat desalkelurahan.5) Sikap apatisme masyarakat 

yang tingsi menyebabkan merasa tidak perlu ikut serta dalam proses Musrenbang, 

dikarenakan usulan yang diberikan masyarakat kurang diperhatikan atau 

didengarkan. 
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Rekomendasi yang diberikan peneliti dalam penulisan ini adalah bahwa 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

daerah, pemerintah hams membuka mang dan arena yang lebih luas untuk 

masyarakat ikut berpartisipasi serta adanya usaha pemberdayaan masyarakat 

dalam proses pembangunan. 

Samsul Rizal (2011) dengan penelitian yang berjudul "Partisipasi Publik 

dalam Musyawarah Pembangunan Kabupaten Aceh Utara~. menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, dengan tujuan Penelitian mengetahui proses pelaksanaan dan 

menganalis tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang kabupaten Aceh 

Utara serta konsistensi usulan tnasyarakat dalam musrenbang kabupaten Aceh 

Utara. 

HasH Penelitian partisipasi Publik dalam dalam msurenbang Kabupaten 

Aceh Utara menunjukan: l) Proses pelaksanaan musrenbang di kabupaten Aceh 

Utara dilaksanakan secara formalitas sebagai alat untuk melegititnasi bahwa 

penyusunan dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipasi namun banyak 

kegiatan musrenbang yang tidak dilaksanakan secara sesuai mekanisme 

musrenbang. 2) belum adanya konsistensi usulan masyarakat dalam musrenbang 

kabupaten Aceh Utara. 3) partisipasi publik dalam musrenbang sangat membantu 

SKPD dalam merumuskan program dan kebijakan perencanaan Kabupaten Aceh 

Utara, terutama melakukan advokasi terhadap DPRD yang selalu mengutamakan 

kepentingan politik dan banyak kesepakatan yang tidakdidanai. Ini Karen belum 

adanya snatu komitmen antara eksekutifdan legislative. 

Rekomendasi yang diberikan Peneliti Pemerintah kabupaten Aceh Utara 

perlu membuat perda tentang partisipasi dan transparansi dalam proses 
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perencanaan pembangunan agar lebih detail mengatur pelaksanaan musrenbang, 

sehingga membuka peluang terbukanya partisipasi semua pihak sebagai 

stakeholder pembangunan dan untuk meningkatkan a10kasi sumberdaya anggaran. 

Penelitian lain dikemukan oleh Suciati (2006) yang berjudul "Partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pari". Tujuan 

dari studi ini adalah untuk melakukan kajian bentuk dan tingkat partisipasi 

masyarakat serta filktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses penyusunan 

rencana umum tata ruang Kota Pati. 

Teorl yang digunakan peneliti adalah teorl-teorl yang mendukung tema 

tersebut antara lain teorl tentang partisipasi masyarakat, dan teon mengenai 

penataan ruang. Selain itu juga digunakan metodologi diskriptif dengan a1at-a1at 

anaIisis secara kuantitatif dan kuaJitatif, menggunakan data primer dan sekunder. 

Hasil penelitian Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Tata roang 

menunjukan kebijakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum 

tata roang Kota Pati, pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan 

dengan nonnatifuya. Perbedaan terletak pada sifat pelibatan masyarakat bukan 

atas dasar inisiatif masyarakat tetapi atas dasar inisiatif pemerlntah, media yang 

digunakan untuk pemberian informasi tidak melalui media cetak dan elektronik, 

dan sedikitnya jangka waktu pemberian masukan dari masyarakat. 

Hasil-hasil penelitian diatas menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian ini dengan melihat partisipasi masyarakat dalam proses 

penyelenggaraan Musrenbang di kecamatan Larantuka. 

Kebermaknaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

kepemenntahan dan pembangunan diakui menentukan keberhasilan dalam 
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mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat meskipun masih ditemukan juga beberapa hal yang menjadi hambatan 

dalam penggunaan pendekatan partisipasi masyarakat. Hal yang kemudian dapat 

menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses berpartisipasi. 

Atas dasar perkembangan teori dan praktik dari konsep dan teori di atas, 

serta mempertimbangkan kebermaknaan konsep dan teon tersebut dalam praktik 

administrasi negara danlatau penyelenggaraan kepemerintahan serta 

pembangunan mw sungguh menjadi sebuah alasan yang mendasar dan penting 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyaraklit dalam 

perencanaan pembangunan di tingkat lokal, terutama di tingkat Kabupaten Flores 

Timur, 

Meskipun diakui juga bahwa banyak penelitian sebelumnya yang membahas 

mengenai tema atau topik partisipasi masyarakat, tetapi dibarapkan agar penelitian 

ini dapat memberi warDa yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, 

karena di sisi substansi dan lokusnya ada perbedaannya. 

Hal yang menjadi aeuan dari penelitian ini adafah Partisipasi masyarakat, 

kewenangan masyarakat dalam mengambil keputusan serta 

metode/carapernberian usulan dan faktor yang menghambat proses partisipasi 

masyarakat Keberadaan keempat hal pokok diatas yang akan digunakan untuk 

membedah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Larantuka, Kahupaten 

Flores Timur, 
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B. Kajian Teori 

Bab dua adalah tempat untuk menjelaskan konsep dan teori yang digunakan 

terkalt tujuan penelitian yang akan dilakukan. Karena itu, upaya menjelaskan 

konsep dan teori yang terkait dengan tema dan/atau judul penelitian adalah hal 

yang penting untuk dilakukan seorang peneliti dalam kerangka untuk menjadi 

instrumen pemandu yang bersifat i1miah. guna melakukan penelitian di lapangan. 

Olen karena itu, dalam bab ini akan diuraikan beberapa konsep dan teori yang 

terkait dengan konsep kunci atau fokus penelitian yang akan dilakukan. 

1. Partisipasi daJam Perspektif Admiuistrasi PubJik. 

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan kepemerintahan jika ditinjau dari 

perspektif I1mu Administrasi Publik dapat ditelusuri dari pergeseran dan 

pemaknaan terhadap paradigma dalam I1mu Administrasi Publik. Pergeseran 

paradigma tersebut diakui, dalam tataran praktis pUll, memiliki implikasi nyata 

terhadap praktik: penyelenggaraan administrasi publik untuk mendukung 

penguatan kapasitas birokrasi pemerinlah dalam melakukan perubahan guna 

menjalankan perannya menuju tata kelola kepemerintahan yang balk (good 

governance) bagi kesejahteraan masyarakat. 

Untuk rnenjelaskan dan memaknai perkembangan nilai dan pendekatan 

partisipasi serta kebermaknaannya dalam administrasi publik maka penelusuran 

pergeseran paradigma dalam I1mu Administrasi Publik menjadi sesuatu yang 

harns dilakukan. Hal itu bertujuan untuk memotret dan menjelaskan arti penting 

pengaplikasian nilal dan pendekatan partisipasi masyarakat dalarn mengatur dan 

mengurus masalah publik (public problems) dan urusan publik (public affairs) 

yang menjadi lokus dari administrasi publik. 
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Pandangan Weber tentang birokrasi sebagai tipe organisasi ideal yang penuh 

rasional, yang menekankan kerahasiaan dan anti demokrasi tersebut, pada 

gilirannya digugat oleh pemikiran Wilson (1887), yang mengkonstruksi birokrasi 

agar lebih sejalan dengan iklim kebebasan dan demokrasi yang berkembang, 

sehingga birokrasi pemerintah diharapkan untuk mengedepankan prinsip atau nilai 

keterbukaan dan tanggap pada masyarakat. 

Memaknai ketidaksepakatan proposisi antara Weber dan Wilson terkait 

dengan birokrasi pemerintahan, Simmons dan Dvorin (1977) dalam bukunya 

"Public Administration: Value, Policy and Change", menjelaskan bahwa birokrasi 

pemerintah dalam menjalankan tugasnya melayani kepentingan dan urusan 

masyarakat pada umumnya perlu memperhatikan aspirasi dan keinginan 

masyarakat serta partisipasi masyarakat. Karena esensi demokrasi adaIah 

kedaulatan rakyat.Artinya bahwa birokrasi pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya melayani kepentinglUl dan urusan masyarakat pada umumnya perlu 

memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat serta partisipasi masyarakat. 

Karena esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat,(Denhardt, J.v. and 

RB.Denhardt, 2003). 

Berbagai karakteristik mengenai New Public Management (NPM) cenderung 

mengarah pada suatu ikhtiar untuk meningkatkan citra dan pengelolaan 

administrasi publik dengan mengadopsi dan mengaplikasi berbagai prinsip-prinsip 

manajemen sektor swasta untuk diterapkan ke dalam proses pengelolaan 

administrasi publik. Sehingga NPM dipandang sebagai pendekatan dalam 

administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk 
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memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi 

modern (Vigoda, 2003). Sementara terkait dengan upaya untuk melibatkan peran 

serta masyarakat dalam kultur yang lebih egaliter dan partisipatif terlihat sangat 

minim atau boleh dikatakan masili gamang, rneskipun telah ada nilai atau prinsip 

yang mengarah pada upaya untuk membuka mang tersebut, yakni doktrin untuk 

menjarnin adanya kineIja, akuntabilitas dan kontrol terhadap administrasi publik 

dengan desenrralized management (Acompo,1998) dan orientasi pada pelayanan 

publik (public service orientation) yang menekaukan pada kualitas, misi dan nilai­

nilai yang hendak dicapai oleh organisasi publik dengan memberikan perhatian 

yang lebili besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi 'user' dan warga 

masyarakat serta akuntahilitas (Ferlie, Ashbumer, Flitzgerald, dan Pettigrew, 

1997). Orientasi NPM yang melibat rnasyarakat sebagai customer semata-rnata, 

dianggap kurang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ingin ditegakkan 

dalam reformasi birokrasi pemerintah, terkait praktik administrasi pUbliknya. 

Sehingga lahirlah konsep baru dalam perkembangan ilmu administrasi publik, 

yaitu New Public Service (NPS) yang digagas oleh Denbardt dan Denhardt 

(2003). 

Perhedaan yang dominan dari paradigma NPM dan NPS sebetulnya terletak 

pada bagaimana birokrasi pemerintah memandang rnasyarakatnya. Dalam NPM, 

rnasyarakat hanya dilihat sebagai customer yang barns dilayani dengan baik, 

sedangkan dalam NPS masyarakat dililiat sebagai owner, yang empunya negara, 

sehingga dalam tataran negara yang demokratis dia berhak, tidak hanya dilayani 

dengan sebaik-baiknya akan tetapi juga menentukan jenis pelayanan, 
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berpartisipasi dalam menyediakan pelayanan, serta mengawasi bagaimana 

pelayanan tersebut diberikan. 

Dengan mempertimbangkan argumentasi di atas dan menyadari bahwa 

kedudukan warga negara adalah penting dalam praktik penyelenggaraan 

administrasi publik, serta didorong oleh dinamika perkembangan sistem 

pemerintahan yang demokratis, yang membawa nilai-nilai fundamental yang 

mendudukan warga negara sebagai pemegang kedaulatan, maka implikasi logis 

dari hal tersebut adaIah bahwa pemerintahan hams dibangun dan rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat (government from the people. by the people andfor the 

people). Dengan perkataan lain, pemerintahan harns dibangun dengan cam-can 

atau nilai-nilai yang demokratis. 

Semangat tersebut menginspirasi dan menjadi alasan mendasar bagi 

Denhardt and Denhardt (2003) untuk mengadopsi nilai tersebut dalam praktik 

penyelenggaraan administrasi publik bagi masyarakat. Denhardt and Denhardt 

mengatakan bahwa "public servants do not deliver customer service, they deliver 

democracy." Yang jika dimaknai berarti bahwa para pegawai pemerintahan tidak 

bekefja untuk melayani pelanggan semata tetapi lebih untuk mewujudkan nilai­

nilai demokrasi. Oleh karena itu, hal penting dan substansial yang perlu dipegang 

teguh dan menjadi perhatian utama dan para pegawai pemerintahan adalah bahwa 

ketika menyelenggarakan pemerintahan mereka seharusnya lebih mengutamab.n 

pelayanan kepada masyarakat secam demokratis, yakni mengedepankan aspek­

aspek seperti partisipasi, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel, dan 

bubn menjalankan pemerintahan seperti layaknya sebuah perusahaan milik 

swasta. 
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Menurut Cleveland (dalam Martin, 1989) konsep organized democracy 

mengandung makna bahwa demokrasi dapat diorganisir sedemikian rupa sehingga 

peran masyarakat dalarn penyeJenggaraan negara bisa diperluas umuk ikut 

menangani sektor publik, dan tidak hanya sekadar ikut berpartisipasi secara 

konvensional dalarn pemilu atan pengambilan keputusan. Sebuah konsep yang 

sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oJeh Denhardt and Denhardt (2003) 

yang melihat bahwa administrasi publik, melalui pegawainya berperan 

mernberikan atau menciptakan demokrasi. Bahkan menurut gagasan Rondinelli 

(2007), Dalam tulisannya "Governments Serving People: The Changing Role of 

Public Administration in Democratic Governance" dalarn Public Administration 

and Democratic Governance: Governments Serving Citizens" mengatakan bahwa 

disarnping partisipasi dan pemberdayaan adalah cara yang dilakukan untuk 

mencapai dernocratic governance, hal-hal berikut juga menjadi perhatian, yakni 

inovas~ penerapan prinsip-prinsip good governance, pemanfaatan teknologi, 

penguatan institusi-institusi publik, pengembangan kapasitas, desentralisasi 

pemberian pelayanan dan kemitraan sektor publik dan swasta. Peran pemerintah 

hams diarabkan pada upaya untuk melayani masyarakat guna mencapai 

democratic governance yang antara lain dilakukan dengan pendekatan partisipasi 

dan pemberdayaan bagi masyarakat. 

Dalarn aras perubahan paradigma administrasi publik, Menurut Leach dan 

Percy-Smith (2001) dalam bukunya "Local Governance in Britain" menegaskan 

bahwa government mengandung pengertian politisi dan pernerintahlah yang 

mengatur, melakukan sesuatu, mernberikan pelayanan, sementara sisa dari "kita" 

adalah penerima yang puif. Sementara, governance meleburkan perbedaan antara 
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'pemerintah" dan "yang diperintah", kita semua adalah proses dan governance. 

Atau menurut pemikiran Rhodes (1997, dalam Keating M & Glyn Davis, 2000,4), 

the concept ofgovernance is broader than government, covering non-state actors . 

.... governance in its broadest sense as the processes by which institutions, both 

state and non-state, interact to manage a nation's affairs. 

Yang dalam perkembangannya menjadi sebuah paradigma bam dalam 

administrasi publik, yang mencandra bahwa urusan dan kepentingan publik bukan 

merupakan urusan pemerintah semata tetapi juga urusan pihak non pemerintah 

dan masyarakat itu sendiri. 

Terkait dengan penggunaan pendekatan partisipasi tersebut, yang merupakan 

konstruksi bam dalam pemerintahan dan praktik administrasi publik, ada pakar 

yang menghubungkan partisipasi dengan tata kelola kepemerintahan (governance) 

yang kemudian dikonseptualisasikan kedalam konsep participatory governance. 

Participatory (kepemerintahan yang partisipatii) ada lab sebuah konsep yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Archon Fung and Elin Olin Wright (2001) dalam 

tulisannya "Deepening Democracy: Innovation in Empowered Participation 

Governance". Kepemerintahan partisipatif di sini dimaknai sebagai praktik 

pemerintahan yang partisipatif, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam 

proses pengambilan kebijakan publik. 

Sementara ada pula yang rnelihat dan menghubungkan partisipasi tersebut 

dengan proses pembangunan, terutama terkait dengan peran pemerintah dan 

birolcrasi serta masyarakat dalam pembangunan, yang dikenal dengan istilah 

participatory development. (partisipasi dalam pembangunan) merupakan konsep 

yang diperkena1kan oleh Gaventa dan Valderrama (1999, dalam Sukardi, 2009), 

25 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



di mana konsep tersebut lebih dihubungkan dengan partisipasi masyarakat dalam 

proses pembangunan. Yang lebih lanjut menurutnya merupakan sebuah konsep 

tradisional karena menekankan pemaknaan partisipasi sebagai partisipasi 

masyarakat di tingkat program dan proyek dalam skala mikro. 

Meskipun penggunaan konsep dan maknanya berbeda, tetapi ruh yang 

menjiwai kedua konsep tersehut sarna, yakni membahas dan menekankan 

pentingnya partisipasi masyarakat, baik itu dalam tata kelola kepemerintaMn 

maupun da1a.m proses pembangunan agar proses atau aktivitas tersebut dapat lebih 

baik dan akuntabel. 

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini terfoms pada 

partisipasi masyarakat dalarn perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores 

Timur, maka penjelasan mengenai konsep dan teori tentang partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu dipaparkan, dengan penekanan 

pada konsep dan teon partisipasi masyarakat. 

2. Pembangunan Daerah 

Pembangunan merupakan perubahan yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan yaitu perubaban dari tidak ada menjadi ada, dari yang 

tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. 

Pembangunan bukan hanya yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan-jalan. 

gedung-gedung, jembatan dan lain sebagainya, tetapi pembangunan mernpunyai 

makna lebib dan itu. Hakikatnya pembangunan adalab membangun masyarakat 

atau bangsa secara menyeluruh yang mencakup segala segi kehidupan dan 

penghidupan bangsa dan negara derni tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

seperti yang dikatakan oleh Todaro dalam Safi'I (2009:10) : "pembangunan 
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adalah proses multidimensional yang rnenyangku reorganisasi dan reorientasi 

sistem ekonomi dan sosia) seeara keseluruhan, OJ samping itu untuk penigkatan 

suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam 

struktur kelembagaan, stnlktur sasial, administrasi, perubahan sikap, adat serta 

kepercayaan." 

Kemudian Menurut GTZ (German Technical Cooperation) dan USAlD­

Clean Urban Project (2000) mendefinisikan Pereneanaan Pembangunan Daerah 

adalah " ... suatu yang sistematik daTi pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), 

swasta maupun kelompok masyarakat Jainnya pada tingkatan yang berbeda untuk 

menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek­

aspek lingkungan lainnya dengan cara: (a) secara terus-menerus menganalisis 

kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan-tujuan 

dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; (c) Menyusun konsep strategi­

strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan (d) melaksanakarmya dengan 

menggunakan sumber-sumber daya masalah sebingga peluang- peluang baru 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatdaerah dapat ditangkap secara 

berkeJanjutan" . 

Pembangunan harus dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air, dan 

ridak hanya diperuntukan untuk golongan tertentu atau untuk sebagian dari 

masyarakat tetapi diperuntukan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 

Pembangunan dilaksanakan tidak hanya di kota-kota besar atau hanya di Pulau 

Jawa saja tetapi pembangunan dilakukan di setiap kota-kota yang ada di 

Indonesia, bahkan dilakukan sampai desa-desa terpencil, dan pulau yang paling 

Barat hiogga ke pulau yang paling Timur. Tidak ada pengecualian di antara 
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mereka, yang ada hanya jenis pembangunannya yang berbeda sesuai dengan apa 

yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri, Dan dari hasil pembangunan 

tersebut harus benar -benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sehlngga akan 

berdampak kepada meningkat perbaikan kehidupan masyarakat menjadi lebih 

balk 

Dengan diberlakukannya UU No, 32 rabun 2004 tentangPemerintahan 

Daerab dan UU No.33 rabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Amara 

Pemerintab Pusat dan Pemerintah Daerah maka pemerintab daerah diberikan 

kewenangan yang lebih besar dalam mengurusi urusan rumab tangganya sendiri. 

Dengan sistem desentralisasi pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh 

dalam menjalankan roda pemerintahannya secara bertanggung jawab di 

daerahnya, Pemerintab pusat tidak lagi mendominasi pemerintah daerah. 

Pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini hanya berperan sebagai pelaku 

yang melakukan supervis~ memantau, mengawas~ dan mengevaluasi pelaksanaan 

otonomi daerah. Selanjutnya, dengan diterapkan sistem itu pula menjadi harapan 

seluruh komponen bangsa !Ibn terlaksananya tujuan dari kebijakan desentralisasi 

tersebut, yakni dalam rangka efisiensi alokasi arus barang publik di daerah dan 

untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal guna mendorong 

demokratisasi, mengakomodasi aspiras! keinginan daerab dan partisipasi 

masyarakat, sekaligus menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Afiffuddin, 2010). 

Dengan kewenangan yang dimilikinya pemerintah daerah diharapkan 

melakukan terobosan-terobosan yang berarti dalam usahanya untuk memajukan 

daerahaya dan mensejahterakan masyarakatnya, Dengan melakukan perubahan 
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pada organisasi, kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur, sistem pengelolaan 

keuangan daerah, pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, 

pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat dan lain 

sebagainya maka percepatan pembangunan daerah dapat segera dilaksanakan. 

Begitu pula permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat akibat 

pelaksanaan pembangunan agar dapat segera diatasi. 

Permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat agar dapat segera 

diatasi dengan melibatkan aktor-aktor baik pemerintah atau swasta, 

memusyawarahkan untuk memecahkan masalah. Hal ini seperti definisi formulasi 

kebijakan publik yang dikemukakan Lydden, Shipman dan Wilkinson (dalam 

Wahab, 34: 1990) sebagai berikut : "The term public policy process usually refers 

to sequantial flow of interaction between govermental and no govermentai 

participcmtns who discuss, argue about, andfind commandgrounds for agrrening 

upom the scope and type of govermental action apprapiate in dealing with a 

particular societal problem. This proces includes :(1) Seeldng information to 

define the societal problem;(2) developing aitenative problem solution and ;(3) 

reaching agreement upon which alternative will best solve the problem, in short, 

the public policy process is a decision maldng process. " (Artinya istilah proses 

pembuatan kebijakan negara biasanya mengacu pada langkah-Iangkah yang 

teratur mengenai interaksi pihak pemerintah dan pihak swasta yang 

memperbincangkan atau berdebat, serta usaha untuk mencapai kesepakatan 

bersama tentang ruang untuk menangani masalah masalah sosial tertentu. Proses 

kebijakan Negara tersebut meliputi (I) Pencarian informasi yang tepat untuk 

merumuskan masalah sosial (2) Mengembangkan alternatif masalah sosial (3) 
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Mencapai kesepakatan pendapat mengenai a1ternatif terbaik untuk memecahkan 

masalah tersebut". 

3. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan 

Pada masa sekarang ini dimana keterbukaan dan demokrasi dijunjung tinggi, 

pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Karena 

pembangunan daerah diperuntukan bagi semua masyarakat, karenanya menjadi 

bagian tak terpisahkan dati masyarakat itu sendiri. Dengan adanya keterlibatan 

masyarakat di dalamnya maka makna dari apa yang menjadi tl.ljuan dari 

pembangunan itu sendiri dapat terwujud. 

Menjelaskan arti penting partisipasi masyarakat daJam pembangunan, sudah 

mulai terlihat ketika banyak pakar menilai bahwa pada Masa Orde Bam 

pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi semata. Karena dengan menggunakan pendekatan tersebut. yang 

menegasikan peran serta masyarakat, mengakibatkan tetjadinya ketimpangan 

sosial di dalam masyarakat. Tidak banya itu saja, tetapi juga telah menimbulkan 
, 

persoalan-persoaJan lainnya, seperti timbulnya akumulasi nHaI-nilai hedonistik, 

ketidakperdulian sosial, tetjadinya ~si ikatan-ikatan kekeluargaan dan 

kekerabatan, dan meluasnya dekadensi moral dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara (Suparjan dan Suyatno: 2003). Akibat lainnya adalah terjadinya 

ketergantungan masyarakat terbadap lembaga birok:rasi yang sifatnya sentralistik 

yang memiliki kewenangan yang dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan tetapi tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan 

lokal. Hal tersebut secara sistematis telah mematikan inisiatif masyarakat lokaJ 

untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka badapi. 
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Penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan di daerah karena dengan pembangunan yang berbasis pada 

pemberdayaan dan pendekatan partisipatif akan mendorong tumbuhnya prakasa 

dan swadaya masyarakat sebagai upaya percepatan pembangunan di daerah, 

Melalui pendekatan partisipatif ini setiap e1emen publik di daerah harus sela/u 

diikutsertakan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, menghasilkan, 

menikmati dan melestarikan pembangunan, Dengan tahapan ini diharapkan proses 

pembangunan di daerah akan mencapai sasarannya. Partisipasi mumi harus 

diartikan bahwa setiap elemen maayarakat hams ikut serta daIam setiap tahapan 

pembangunan daerah sesuai dengan latar belakang, kemampuan dan keahlian 

masing-masing dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa 

untuk kepentingan bersama (Suparjan dan Suyatno: 2003). 

Menurut Diana Conyers (1954:154), ada tiga alasan utama mengapa 

partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat 

merupakan suatu aIat guns memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, 

dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan 

serta proyek-proyek akan gaga!. Contohnya, program pembangunan pusat-pusat 

pembeJanjaan padahal yang lebih dibutuhkan adalah jalan-jalan yang kOndisinya 

baik yang dapat memperlancar perekonomian dalam kegiatannya. Alasan kedua, 

yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jlka merasa dilibatkan daJam proses persiapan dan perencanaannya, 

karena mereka akan lebih mengetahui seJuk be/uk proyek tersebut dan akan 

mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga, partisipasi 

menjadi penting karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi 
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jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dalam hal ini masyarakat 

memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan 

yang akan dilaksanakan di daerah mereka. 

Pembangunan dengan pendekatan yang berbasis pada masyarakat akhimya 

menjadi kebutuhan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan 

dewasa ini. Dengan asumsi bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap 

perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai monitoring serta evaluasi 

pembangunan. Perspektif pembangunan yang perlu dikembangkan, masyarakat 

dibangun bukan karena mereka bodoh dan tidak mampu, akan tetapi kemampuan 

yang tersedia perlu dioptimalkan agar mereka dapat berkembang sesuai dengan 

pengetahuan mereka sendiri. Local knowledge dan teknologi menjadi basis 

perkembangan mereka. Konsep ini sangat penting di dalam mewujudkan 

paradigma baru pembangunan yang berpusat pada manusia. Jika paradigma 

pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui 

bantuan modal dan teknologi yang didatangkan dari tuar, pembangunan dalam 

perspektif ini hanya dapat teljadi j ika masyarakat berperan aktif. Untuk 

mendukung tumbuhnya partisipatif masyarakat ini maka pemberdayaan terhadap 

masyarakat baik secara politis, sosial, ekonomi memang menjadi sesuatu hal yang 

mutlak dilakukan (Suparjan dan Suyatno; 2003). 

Berdasarkan dari paparan di atas setidaknya dapat disarikan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting dan 

mutlak diperlunn, karena masyarakatJah yang pada akhirnya akan melaksanakan 

program dan menikmati program pembangunan tersebut. Adanya pelibatan dan 
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peran serta masyarakat memungkinkan mereka memiliki Tasa tanggung jawab 

demi berkelanjutannya program pembangunan 

Untuk memaknai konsep mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, maka perlu dipahami terlebih dulu beberapa konsep yang menyatu 

dalam konsep tersebut, yakni partisipasi masyarakat dan perencanaan 

pembangunan. Kemudian., pada akhirnya akan dijelaskan secara utuh apa yang 

dimaksudkan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua 

(rakyat) dalam rangka memecahkan masalab yang dihadapi yang bertujuan untuk 

mencapai kondisi yang diinginkan., Hal ini seperti yang dikemukakan Sulaiman 

(Huraerah, 2008: 103), dimana partisipasi dalam kegiatan perencanaan 

pembangunan adalab: 

a. 	 Bentuk partisipasi 

Pada tabapan ini bentuk partisipasi rnasyarakat yang bisa disumbangkan 

dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran., 

memberikan ide &.tau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau 

gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan., 

dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk 

partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran., saran., 

usulan maupun kritik dalam pertemuan &.tau rapat yang diadakan untuk 

membicarakan kegiatan yang akan 

b. 	 Kewenangan pengambilan keputusan 

Peran masyarakat Perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi 

intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dan unsur 
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pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu 

diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan 

menyarnakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh 

aparat tersebut. 

Peningkatan peran serta masyarakat dalarn pembangunan hendaknya 

masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan 

sebagai peJaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pernbangunan. Selanjutnya hal penting yang 

perlu mendapat perhatian adalah hendaknya rnasyarakat dapat menikrnati 

hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing­

rnasing. 

c. 	 MetodeJcara pemberian usulan 

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan 

rnasyarakat, Dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang 

dihadapi masyarakat. Untuk menjawabi kebutuhan dan permasalahan 

tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, 

menggali dan mengumpulkan rnasalah-rnasalah dan kebutuhan 

rnasyarakat. 

Kemudian oleh Abe (2002;81) sebagai berikut ; Perencanaan partisipatif 

adaIah perencanaan yang dalarn tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan 

dalarn prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung rnaupun tidak langsung. 

Tujuan dan cara hams dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk 

kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan 

sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat. 
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Hal senada juga disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 

2003:16) " usaha yang diJakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat secara mandiri. Dari pengertian tersebut bahwa 

perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) 

dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk 

memperoleh kondisi yang diharapkan, meciptakan aspirasi dan rasa memiliki . 

Kemudian Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya,ZOOI:25), lebih lanjut 

mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut : 

1. 	 Terfokus pada kepentingan masyarakat 

a. 	 Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang 

dihadapi masyarakat. 

b. 	 Perencanaandisiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang 

memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. 

2. Partisipatoris (keterlibatan) 

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang 

sarna dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu 

dantempat. 

3. 	 Dinamis 

a. 	 Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak 

b. 	 Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif. 

4. 	 Sinergitas 

a. 	 Hams menjamin keterlibatan semua pihak 

b. 	 Selalu menekankan keljasama antar wilayah administrasi dan geograti 
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c. 	 Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin mejadi kelengkapan 

yang sudah ada, sedang atau dibangun. 

d. 	 Memperhatikan interaksi yang teljadi diantara stakeholder 

5. 	 Legalitas 

a. 	 Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua 

peraturan yang berJaku. 

b. 	 Menjunjung etika dan tata nilai masyrakat. 

c. 	 Tidak memberikan peluang bagi penyaJabgunaan wewenang dan 

kekuasaan. 

6. 	 Fisibilitas (ReaJistis) 

Perencanaan bams bersifat spesifik, terukur, dapat dijaJankan, dan 

mempertimbangkan waktu. 

Kemudian menurut Samsura (2003;2) menjelaskan kriteria-kriteria dari 

perencanaan partisipatif sebagai berikut : 

I. 	 Adanya pelibatan seluruh stakeholder. 

2. 	 Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate. 

3. 	 Adanya proses politik melaJui upaya negoisasi atau urun rembuk yang pada 

akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective 

agreement) 

4. 	 Adanya usaha pemberdayaan rnasyarakat melaJui kegiatan pembelajaran 

kolektif yang merupakan bagi dati proses demokratisasi. 

4. 	Malma Partisipasi Masyarakat 

Deftnisi konsepsional dati Keith Davis daJam Abu Huraerah (2008:95) 

adaJah ''participaiion is defined as mental and emotional illvolvement (ifpersons 
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in group silu/ioll that encourage them to contribute 10 group goals and share 

responbi/ity for them" (Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan 

emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk 

menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sarna-sama bertanggung 

jawab terhadapnya). 

Berdasarkan pengertian di atas, partisipasi bukan hanya sekadar mengambil 

bagian atau pengikutsertaan saja tetapi lebih dari itu. Dalam pengertian tersebut 

terkandung riga gagasan pokok, yaitu mental and emotional involvement 

(keterlibatan mental dan emosi), motivation to contribute (dorongan untuk 

memberikan sumbangan), dan acceptance ofresponsibility (penerimaan tanggung 

jawab). 

Menurut pendapat Mubyarto dalarn Abu Huraerah (2008:96) mengatakan 

pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, 

sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat 

dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut serta terlibat mulai 

dan tahapan penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan 

kebijakan, dan pengambilan keputusan. 

Berdasarkan pendapat yang telah diungkapkan di atas, maka partisipasi 

masyarakat dapat diartikan secara luas. Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam 

pelaksanaan saja seperti halnya ditafsirkan masyarakat awam pada umumnya, 

tetapi meliputi kegiatan pengambilan keputusan, penyusunan program, 

perencanaan program, pelaksanaan program, mengembangkan program, dan 

menikmati hasil dan pelaksanaan program tersebut. Seperti Abe ungkaphn 

dalam Wignyo Adiyoso (2009) bahwa peranserta rnasyarakat adalah hak, bukan 
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kewajiban. Hal tersebut dinyatakan pula dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi 

manusia (Bab 21) bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperanserta 

dalam urusan kepemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini diperkuat oleh Kelly dalamWignyo Adiyoso (2009) yang berpendapat bahwa 

peranserta masyarakat adalah serangkaian proses di mana masyarakat lokal 

diIibatkan dan berperan dalam isu yang berhubungan dengan mereka 

Dalam perkembangan yang teIjadi menunjukkan bahwa konsepsi partisipasi 

masih cenderung disalah-artikan secara salah kaprah. Atas nama partisipasi atau 

atas nama gotong royong pemerintah seringkali meminta rakyat untuk ikut serta 

dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mubyarto dan 

Sartono KartodiIjo (1998:36) juga mengungkapkan bahwa: "Seringkali penger1ian 

partisipasi diinterprestasikan secara agak keliru, yaitu seakan-akan rakyat 

memang harus mendukung atau ikut program-program pemerintah secara gratis 

dengan alasan program-program tersebut pada akhimya dipergunakan untuk 

kepentingan rakyat. Maka dengan demikian proyek-proyek pembangunan yang 

memiliki anggaran ter1entu kadang-kadang dapat diselesaikan melalui 

penghematan-penghematan. Makin hematnya biaya yang dikeluarkan dalam 

sebuah proyek maka dapat diartikan makin besar pula partisipasi masyarakat yang 

ada di dalamnya." 

Pada pemahaman di atas dapat dimaknai bahwa partisipasi diartikan 

sebagai besaran dana yang OOpat dihemat atau dana yang tersedia sebagai 

sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah. Jadi 

yang diperhatikan dari partisipasi masyarakat adaJah terkait dengan partisipasi 

dalam aspek dana. 
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Selain itu menurut Carter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan 

Wingert (1989) daJam Santosa dan Heroepoetri (2005:2) merinci fungsi dari 

partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut: 

I. 	 Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebijakan 

2. 	 Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi 

3. 	 Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Komunikasi 

4. 	 Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa 

5. Partisipasi Masyarakat sebagai T erapi 

Lebih Ian jut Santosa dan Heroepoetri (2005:5) juga merangkum manfaat dari 

partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut: 

I. 	 Menuju rnasyarakat yang lebih bertanggung jawab Kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang 

bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan 

mempertimbangkan kepentingan publik (Mill, 1990). Sehingga orang 

tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan 

lebib memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan 

kepentingan bersama. 

2. 	 Meningkatkan proses belajar Pengaiarnan berpartisipasi secara psikologis 

akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk 

berpartisipasi lebihjauh. 

3. Mengeliminir perasaan terasing Karena turut aktifuya berpartisipasi daJam 

suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena. dengan 

berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia 

merupakan bagian dari masyarakat. 
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4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari reneana pemerintah Ketika 

seseorang langsung terlibat daIarn proses pengambilan keputusan yang 

akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai 

kepereayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program 

partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses 

pereneanaan kebijakan publik. Serta menambah kepereayaan publik atas 

proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan. 

5. Menciptakan kesadaran politik; John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa 

partisipasi masyarakat pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari 

partisipasi teIjadi, seseorang akan belajar demokrasi. Ia meneatat bahwa 

orang tidaklah belajar membaca atan menulis dengan kata-kata sernata, 

tetapi dengan melakukannya. Jad~ hanya dengan terus berpraktek 

pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar 

bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar \agi. 

6. 	Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. Menurut Verba dan Nie (1972) bahwa melalui partisipaai 

masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan 

didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses 

pengambilan keputusan. 

7. 	 Menjadi sumber dari infonnasi yang berguna; Masyarakat sekitar, dalam 

keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari 

penga!aman atan karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari­

hari. 
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5. 	Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Pengenian partisipasi telah disebutkan sebelumnya bahwasanya partisipasi 

merupakan keikutsertaan, kelompok atau masyarakat daIam perencanaan 

pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut mempunyai beragam bentuk dan 

jenis partisipasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulaiman dalam Abu 

Hnraerah (2008: to3) membagi bentuk-bentuk partisipasi ke dalam lima macam, 

yaitu 

a. 	 Partisipasi dalam proses pengarnbilan keputusan, terkait ini menurut 

Kartasasmita K.artasasmita (1996: 145) Peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan 

masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam 

pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demildan., maka 

pemberdayaan masyarakat arnat erat kaitannya dengan pemantapan., 

pembudayaan, dan pengamalan demokrasi. 

b. 	 Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap mub 

c. 	 Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat 

kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia. 

d. 	 Partisi pasi dalam bentuk dukungan berupa keterlibatan mental, emosional 

individu dan adanya motivasi untuk memberikan kontribusi tergerak 

dalarn bentuk buah pikiran., tenaga, barang dan jasa yang merupakan bak 

dasar yang Bah bagi setiap individu dalam kesediaannya untuk turut serta 

menentukan keberbasilan suatuprogram pembangunan. 

e. 	 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 
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Cohen dan Uphoff(1977), mencatat bahwa ada Sembilan tipe partisipasi yang 

mungkin saja dapat terjadi dalam pembangunan daerah, yaitu 

1. 	 Partisipasi sukarelah dengan inisiatif dan bawah 

2. 	 Partisipasi dengan imbalan,yang inisiatifnya dan bawah. 

3. 	 Partisipasi desakan atau paksaan(enjorced) dengan inisiatif dari bawah. 

4. 	 Partisipasi Sukarela (Voluntereed), dengan inisiatif dan atas 

5. 	 Partisipasi dengan Imbalan (rewaerded), dengan inisiatifdari atas. 

6. 	 Partisipasi paksaan, dengan inisiatif dari alas. 

7. 	 Partisipasi sukarela dengan inisiatifbersama (Through shared initiative). 

8. 	 Partispasi Imbalan, dengan inisiatif bersama. 

9. Partisipasi paksaan dengan inisiatifbersama dan alas dan juga bawah. 

Cohen dan Upboff(1977), juga menambabkan bahwa ada empat bentuk 

partisipasi, yaitu: 

1. 	 Participation in decision making, merupakan partisipasi dalam proses 

pembuatan kebijakan atau keputusan organisasi, Masyarakat diberikan 

kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat serta ikut menilai 

rencana yang sedang disusun. 

2. 	 Participasi Implementation, adalah partisipasi yang mengikutsertakan 

masyarakat dalam kegiatan-kegiatan operasional dan kebijakan yang telah 

diambil terlebib dahulu, partisipasi ini juga dalam bal mematuhi 

keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

3. 	 Participation in benefits, adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati 

dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah di programkan. 
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Masyarakat juga merasakan dampak dari keputusan dan kebijakanyang 

telah diambil. 

4. 	 Participation in evaluation, adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk 

keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan. 

Demikian juga halnya dalam mengawasi pelaksanaan keputusan dan 

kebijakan yang telah diambil. 

Berdasarkan pandangan Pusic daJam Adi (2003), Partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan dapat dilihat dari dua hal: 

I, 	 Partisipasi dalam perencanaan 

Segipositif dari perencanaan adaJah dapat mendorong keterlibatan secara 

emosional terhadap program-program pembangunan yang telah 

direncanakan bersama. Sedang segi negatimya adalah kemungkinan tidak 

dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang 

dapat menunda atan bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan 

bersama 

2, 	 Partisipasi daJam pelaksanaan 

Segi positif dari partisipasi daJam pelaksanaan adalah bahwa hagian 

terbesar dari suatu program (tentang penilaian kebutuhan dan perencanaan 

program) telah selesai dikerjakan, Tetapi segi negatimya adalah 

kecendrungan menjadikan warga masyarakat sebagai obyek 

pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksanapembangunan 

tanpa dimbulkan keinginan untuk mengatasi maslahnya, Sehingga warga 

masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat 

kegagaJan seringkali tidak dapat dihindari 
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6. 	 Tahapan perencanaan Partisipasi 

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan 

masyarakat, Dan juga berdasarkan pada masalab dan kebutuhan yang dihadapi 

masyarakat. Untuk menjawabi kebutuban dan permasalaban tersebut maka 

dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan 

masalah-masalab dan kebutuhan masyarakat. 

Menurut Abe (2005;90) dengan adanya pelibatan masyarakat secara langsung 

dalam perencanaan, maka mempunyai dampak positif dalam perencanaan 

partisipatif, yaitu ; 

1. 	 Terhindar dari terjadinya manipulasi, keterlibatan masyrakat akan 

memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyrakat. 

2. 	 Memberi nilai tambab pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin 

banyak jumlab mereka yang terlibat akan semakin baik. 

3. 	 Meningkatkan kesadaran dan keterampilan poltik masyarakat. 

Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalab keterlibatan 

masyarakat,bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaaan labir dari 

bawab (bottom up) bukan labir alas (top-down) atau Pemerintah Daerah Jad.i 

perencanaan partisipatif adalab perencanaan yang disusun dari bawab (bottom 

up). Menurut Alexander Abe (2002;71), langkah-Iangkah perencanaan yang 

disusun dari bawah (bottom up) dan bukan dari perencanaan atas inisiatif dari 

pemerintab daerah sebagai berikut; 

1. 	 Penyelidikan. 

Penyelidikan adalab sebuab proses untuk mengetahui, menggali dan 

mengumpulkan persoaIan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di 
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BABm 

METODE PENELITIAN 

A. Lingkup Penelitian 

Pada penelitian lapangan ini diharapkan dapat menerangkan gejala atau 

fenomena sosial tertentu, serta dapat menghasilkan abstraksi tentang keterkaitan 

gejala atau fenomena dan mendeskripsikan secara terperinci atan mendalam 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang terfokus pada Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kecamatan Larantuka. 

Analisis ini didahului dengan suatu penelahan terhadap beberapa 

s:toJrelwlders seraya melakukan pengumpulan data tentang tindakan-tindakan 

mereka, kepentingan mereka, persepsi, perilaku pengalaman, pikiran dalam 

hubungannya dengan sebuah fenomena tertentu, dalam hal ini berkenaan dengan 

masalah perencanaan pembangunan di Kecarnatan Larantuka Kabupaten Flores 

Timur, 

Dalam konteks yang demikian ini, metode kualitatif mengacu pada 

perspektif teoritik fenomenologi yang tertarik pacta pemahaman mengenai 

perilaku manusia seperti yang dipahami dan dituturkan oleh pelaku atan individu 

itu sendiri, sehingga dalam tataran ini metode memahami, proses mengubah 

sesuatu yang diminati atan situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, menurut E, 

Sumaryo (1993;83) merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan oleh 

peneliti. Hal ini tentunya berdasarkan pengalaman empiris dan mental peneliti, 

kemudian pengalaman tersebut diinterpretasikan, diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan kata-kata atan bahasa yang dimengerti. 
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B. Fokus Peoelitiao 

Pada sub bagian ini akan dimaknai dan dioperasionalkan beberapa konsep 

danlatau variabel penting dan utama terkait dengan penelitian ini. Hal ini 

dilakukan sebagai pedoman pernahaman dan pembatasan makna ser!a acuan 

penelusuran nanti sehingga peneliti terfokus pada tujuan penelitian. 

Berdasarkan judul penelitian dan tujuan dari penelitian ini maka ditemukan 

dua konsep utama yang perlu dimaknai dan dioperasionalkan sebagai pedoman 

untuk menggali dan mengumpulkan data pada penelitian lapangan, yakni: 

1. 	 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dimaknai sebagai 

usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan 

secara mandiri dan terfokus pada perencanaan pernbangunan Daerah Kabupaten 

Flores Timur. Untuk mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan, ada beberapa hal atau aspek yang 

menjadi indikator dalam menjelaskan partisipasi masyarakat, yaitu: 

a. 	 Ada tidaknya mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan di tingkat Kecamatan 

b. 	 Siapa saja yang berpartisipasi 

c. 	 Apakah ada keterwakilan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di 

Kecamatan dalam Musrenbang 

d. 	 Apa peran masyarakat dalam proses Musrenbang 

e. 	 Bentuk partisipasi seperti apa yang diberikan masyarakat 
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f 	 Ada tidaknya kewenangan dalam menentukan atau pengambilan 

keputusan terkait dengan usulan program atau kegiatan di tingkat 

kecamatan 

g. 	 Sejauhmana masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dalam 

menentukan usulan programlkegiatan di tingkat kecarnatan 

h. 	 Ikut serta dalam menentukan lokasi kegiatan 

i. 	 Metodelcara pemberian usulan 

2. 	 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. 

Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah aspek-aspek yang 

daIam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan dinilai menjadi hal 

yang menghambat proses keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan di tingkat kecarnatan. 

Adapun faktor-faktor penghambat ini dikategorikan kedalam dua aspek, 

yakni intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang ada 

daIam diri individu masyarakat yang menyebabkan terhambatnya warga 

masyarakat dalam peran serta mereka pada musrenbang di tingkat kecamatan. 

Faktor tersebut adalah: kesadaran masyarakat, kapasitas rnasyarakat, karakteristik 

individu rnasyrakat. Sementara faktor-faktor ekstrinsik adaIah faktor-faktor yang 

datang dari luar masyarakat yang menjadi kendala atau menjadi penghambat bagi 

masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat 

kecamatan. Faktor-faktor tersebut adalah: karakteristik sosial budaya masyarakat, 

ada tidaknya mekanisme atau media partisipasi masyarakat yang disediakan oleh 

pemerintab, dukungan atau komitmen politik pemerintah daerab, keteladanan 

pimpinan baik formal maupun informal, kemauan aparatur pemerintah untuk 

62 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



memberikan kewenangan kepada masyrakat dalam pengambilan keputusan 

ataupun pengawasan. 

C.lnf6rman penelitian 

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2003: 78). 

Mengambil orang-orang yang telah diketahui mempunyai pengetahuan, 

pengalaman, dan memahami permasalahan dan tujuan dari riset ini, yakni terkait 

dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan 

Larantuka. 

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian: 

1. 	 Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kabid Penelitian serta Kabid Sosial 

budaya pada Bappeda Kabupaten Flores Timur 

2. 	 Camat Larantuka, SekretarisCcarnat, Kasie PemOOntahan Masyarakat desa 

serta Kasie Pembangunan pada Kantor Carnat Larantuka. 

3. 	 Kepala Desa Larnawalang, Lurah Kelurahan Larantuka, Sekretaris Lurah 

Kelurahan Woo. 

4. 	 LSM (fasilitator PNPM kecarnatan Larantuka) terdiri dari I orang 

5. 	 Kanm intelektual dan Tokoh Masyarakat yang tabu betul perencanaan 

pembangunan di Kecarnatan Larantuka, terdiri dari 3 orang 

D. 	 Instrumen Penelman 

Menurut Sugiyono (2007) instrumen kund daIam penelitian kualitatif adaIah 

peneliti. 	 Sebagai human instrument, peneliti berfungsi menetapkan fokus 
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penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya. Sedangkan untuk memandu wawancara, peneliti menyiapkan 

panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui dalam penelitian. 

Panduan ini mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan atau 

wawancara. Namum demikian hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 

wawancara tersebut semakin berkembang sesuai dengan kondisi dilapangan. 

Disamping itu peneliti juga menggunakan instrument pendukung untuk 

membantu dalam pengumpulan data yaitu: 

1. 	 Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam melakukan pengamatan 

Iangsung terl!adap obyek studi 

2. 	 Pedoman dolrumentasi merupakan pedoman untuk mencari data selrunder 

yang diperlukan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. 	 Sumber Data 

Menurut lotland dan Lofland (dalam Moloeng;2007) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan 

dinyatakan secara individual maupun kolektif seperti dalam suatu lembaga yang 

diamati, ditulis atau diwawancara meruPakan sumber data utama dan primer. Data 

utama merupakan basil usaha kombinasi kegiatan indera (sense) peneliti dalam 

melihat, mendengar dan bertanya pada informan. Semua data dapat diperoleb dari 

pengaiaman partisipasif peneliti dilokasi penelitian. 
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Sumber data utama dari penelitian ini adalah para inforrnan yang dipilih 

secara purposif yang meliputi yang meliputi: unsur pemerintahan (Kepala 

Bappeda kabupaten Flores Timur serta jajaranya, Carnat Larantuka serta 

jajaranya temasuk didalamya Lurahlkepala desa dan stafnya), unsur Tokoh 

masyarakat, dan unsur LSM (fasilitator kecamatan Larantuka). 

Data primer ini dapat disimpan dalam rupa catatan tertulis atau melalui 

perekaman, pengambilan foto atau film. Selain kata-kata dan perbuatan sebagai 

sumber primer, terdapat juga sumber tertulis sebagai data tambahan. Sumber 

tertulis dapat terbagi atas sumber arsip, buku dan dokumen resmi yang 

berhubungan dengan perencanaan Pembangunan, proses musrenbang di 

kecarnatan Larantuka. 

2. Pengumpulan Data 

Dengan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu 

a. 	 Wawancara 

Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan sehubungan 

dengan masalah penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam yang bertujuan mengurai pokok persoalan secara detail. 

Wawancara dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahuJu pokok-pokok 

wwancara sesuai dengan kompetensi informan, informan kunci. Teknik ini 

juga akan dibantu dengan sejumlah format pengisian data seperti catatan 

refleksif. 
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b. 	 Pengamatan (Observasi) 

Dalam penelitian im peneliti melakukan observasi partisipasi pasip yaitu 

penelit! datang di tempat kegiatan orang yang diamati dan mengikuti proses 

musrenbang di kecamatan Larantuka, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut. MeJalui pengamatan peneliti dapat mengungkapkan faha tentang 

penyelenggaraan musrenbang dan melihat bagaimana suatu proses 

Musrenbang kecamatan Larantuka, sehingga dapat menyajikan gambaran 

rinei tentang ahivitas program, proses serta peserta. 

c. 	 Penelaahan Dokumen 

Menggunakan Teknik analisis isi terbadap data sekunder yang ada melalui 

studi dokumen dan kepustakaan .mempelajari buku-bulru. makalah yang 

berhubungan dengan topik penelitian serta Mengumpulkan dan mengcopy 

dokumen program! kegiatan prioritas yang akan didorong pada forum tingkat 

kabupaten. 

F. 	 Analisa nata 

Sebagai konsekuensi menggunakan metode kualitatif untuk menelusuri 

penelitian ini, mw peneliti perlu bersikap terbuka dalam menganalisis data. 

Peneliti harns berusaha bersikap terbuka terhadap realitas subyek yang diteliti, 

Oleh karena itu, analisis dimulai dengan suatu sikap "mendengarkan" subyek 

penelitian secara terhuka tanpa diarahkan oleh asumsi-asumsi peneliti sendiri atau 

teori-teori yang sudah ada (Krueger, 1998:3). 

Dalam penelitian kualitatif informasi dianalisis selama informasi itu 

dikumpulkan, dan proses "pengumpulan-analisis" itu terns berJangsung sampai 
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data dianggap "tuntas" atau tidak ada lagi data "barn" yang perlu dicari. Cara ini 

diambil oleh pene1iti karena peneliti menyadari cara ini sangat berguna dalam 

proses penelitian selanjutnya, agar semakin terarah dan semakin mendalam. 

Proses analisis selanjutnya adalah proses analisis yang dalam definisi 

disebut sebagai "mengatur dan mengorganisasikan data". Data yang diambil 

dalam bentuk rekarnan dan pengamatan Jangsung terhadap kata dan tindakan, 

hendaknya harns ditelaah, karena data bukan sekedar yang terdengar dan terlihat, 

melainkan lebih dari itu yaitu makna yang terdapat dibalik kata dan tindakan itu. 

ItuIah yang hams diorganisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu sehingga 

menghasilkan tema yang dapat mendukung tujuan penelitian yang dimaksud. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan "interpretasi" terhadap data yang 

ada. dalam proses ini metode memaharni seperti yang dikatakan oleh Sumaryo 

sebelumnya, menjadi hal yang amat penting supaya data yang diperoleh tersebut 

dapat dimengerti. 

Ketiga proses analisis tersebut di atas, hams teIjadi dalam tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (1992:16) yaitu dalam kegiatan bernpa reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan seteIah dilakukan verifikasi atau pembuktian. 

67 


UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Proses analisis data tersebut secara ringkas dapat digarnbarkan sebagai berikut: 

Gambar.3.1 

Proses analisis data 

Pengumpulan~::-----"""'" .__--_ 
data (data Reduksi data 

(data 

~ian 

data 

\ 
Menarik 

kesimpulantver 

ifikasi data 

(concl/lSion 

Sumber: Milles dan Huberman 

Pada tahap reduksi data yang merupakan alur penting pertarna dan kegiatan 

analisis, kegiatan yang dilakukan adalah berupa proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederbanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, kemudian dikelompok­

kelompokkan menurut kategorinya. Dan data yang telah dikategorikan kemudian 

diklasifikasikan untuk diinterpretasikan guna memberi makna kepada usaha 

pengambilan kesimpulan penelitian setelah melalui verifikasi. 

Ketika proses reduk.si data inilah, dilakukannya triangulasi yaitu data yang 

diperoleh peneliti dicek kebenarannya melalui pihak lain atan sumber lain. 
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Tujuannya adalah membandingkan data atau keterangan yang ada dengan data 

yang diperoleh dari pihak lain sehingga ada jaminan tingkat kepercayaan data 

guna mencegah adanya bahaya subyektifitas. 

Pada tahap penyajian data; peneliti menyajikan hasil reduksi data guna 

memahami hal yang diteHti yaitu pemahaman terhadap panisipasi masyarakat 

daJam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan Larantuka 

serta hambatannya. 

Melakukan penarikan kesimpulan setelah diverifikasi yang merupakan alur 

penting ketiga dari kegiatan analisis data, kegiatan yang dilakukan adaJah berupa 

penarikan kesimpulan setelah diverifikasi dari hasil reduksi data dan penyajian 

data di atas. 

G. 	Teknik pengujian keabsaban data kualitatif 

Pengujian keabsahan data penelitian menggunakan metode Triangulasi. 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain daJam 

membandingkan hasil wawaneara terhadap objek perlelitian (Moloeng, 2004:330) 

Adapun untuk meneapai kepereayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai 

berikut: 

I. 	 Membandingkan data basil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. 	 Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan seeara pribadi. 

3. 	 Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentBDg situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
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4. 	 Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

5. 	 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

70 


UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

41441

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BABV 


PENUTUP 


A. Kesimpulan 

I. 	 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam Musrenbang kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, secara 

umum belum optimal, dimana: 

a. 	 Bentuk partisipasi: kehadiran masyarakat dalam musrenbang kecamatan 

sudah tinggi namun Pemberian ide dan gagasan terkait usul saran oleh 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan masih rendah 

sehingga hasi) keputusan kegiatan program pembangunan be)um sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

b. 	 Kewenangan Pengambi)an Keputusan: Keputusan mengenai kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan lebih banyak ditentukan oleh 

pemerintah dan fasilitator kecamatan, sedangkan keterlibatan masyarakat 

masih rendah. Kondisi ini dikarenakan masyarakat kurang memahami 

proses perencanaan dan kurang mampu dalam mengidentifikasi 

permasalahan prioritas. Selain itu, ide dan gagasan yang disampaikan oleh 

tokoh masyarakat, Kepala Desai luTah hanya sekedar ditampung sajll, 

tanpa ada realisasi dalam penentuan usulan prioritas kecamatan. 

Kurangnya penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat dikarenakan 

terbatasnya forum dalam menampung usulan masyarakat. 
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c. Metode/Cara Pemberian Usulan 

Metode dalam mengusulkan pogramlkegiatan melalui forum 

musrenbang tingkat kecamatan tidak dilaksanakan. Partisipasi masyarakat 

dalam mengajukan usulan program prioritas melalui bentuk tulisan seperti 

pembuatan proposal belum berjalan dengan baik, dimana masyarakat 

kesulitan untuk membuat proposal tersebut, karena kurangnya pemabaman 

dan keterampilan masyarakat dalam membuatnya. 

2. 	 Keterlibatan masyarakat Kecamatan Larantuka menjadi faktor kunci dalam 

proses perencanaan Partisipasi. Dalam hal ini masyarakat diajak untuk 

mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi. pelibatan 

stakeholder, hubungan antar stakeholder untuk memecahkan masalab. 

Sehingga apa yang dibarapkan dad pelaksanaan proses musrenbang 

kecamatan Larantuka mencapai tujuan yang optimal. Pelaksanaan 

musrenbang yang ingin memberikan peran Jebih besar kepada masyarakat 

harus memperhitungkan berhagai perrnasalaban yang kemungkinan 

dihadapi, masalab-masalah tersebut dapat berasal dad masyarakat sendiri 

ataupun dari luar masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

musrenbang di kecamatan Larantuka antara lain: 

a. 	 Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran dalam 

musrenbang, mengidentifikasi perrnasalahan pembangunan, 

memberikan ide atau gagasan, sampai pada tabapan penentuan usulan 

prioritas kecamatan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dan individu 
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masyarakat yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, 

dan penghasilanlpekeJjaan. 

b, 	 Faktor-Faktor eksternal menjadi hambatan proses musrenbang 

kecamatan berupa (1). peran pemerintah dalam pembinaan dan 

pemberian informasi kepada masyarakat masih kurang. Karena 

kurangnya pembinaan dan pemberian infonnasi oleh pemerintah 

kepada masyarakat, maka banyak peserta yang belum memahami 

mekanisme sistim perencanaan daerah. khususnya pada proses 

musrenbang dan akan menjadikan infonnasi tidak mencapai sasaran 

dengan baik. (2). Peranan para fasilitator menunjukkan, sebagian 

besar menyatakan fasilitalor cukup memperhalikan aspirasi 

masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman 

terkait perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan tingkat desa, 

teridentifikasinya kegiatan prioritas. hingga menjadi usulan prioritas 

kecamatan, 

B. Saran 

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

I. 	 Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipalif agar 

dapal dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat 

pemerintah kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi 

prinsip-prinsip partisipatif 

2, 	 Pemerintah kecamatan perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah 

dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat Desa agar mempunyai data tentang 

potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat scrta mengoptimalkan 
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pemantaatan data terse but agar perencanaan pembangunan dapat mendekati 

kebutuhan masyarakat. 

3. 	 Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat kecamatan, unsur 

pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan 

pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan meJaJui kegiatan 

pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader 

pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi 

aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

4. 	 Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah 

Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi 

kepada masyarakat di Kecamatan Larantuka. Sosialisasi yang optimal ini 

untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan 

kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut. 
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Lampiran I. Penilaian tahap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Larantuka 

No KegiataD Realisasi 
Ya Tidak 

J 2 3 4 

Jadwal daD Tempat PelaksaDaaD 

J Musrenbang kecamatan dilaksanakan sesuai jadwal yang 1 0 
~_ dianiurkan 

2 ! Jumlah hari yang dialokasikan untuk musrenbang kecamatan 0 0 
dinilai memadai 

3 1Tempat pelaksanaan Musrenbang memadai 1 I 0 
1--;--- ­
14 Fasilitas pertemuan dinilai memadai I 0 

! Informasi yang dlsampaikan Narasumber 

5 Ada pemaparan Pemerintah daerah tentang perencanaan I 0 
pembangllnan daerah 

16 Ada pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD 1 0 

7 Ada infonnasi ten tang prioritas dan platfon anggaran dana 0 0 
desa , 

1 
8 Pemaparan kepala SKPD yang mengemban fungsi pelayanan 

01 
0 

Idasar dan menjadi prioritas pembangunan 

! 

Ketersediaan criteria, score dan format uutuk 
! 

IPrioritasasi 
9 Adanya pembahasan dan penyepakatan criteria dan score 1 0 

untuk prioritas usulan kegiatan pembangunan tahun 
rencana 

\0 Ada prioritasi kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk 1 0 
!1 tan un rencana 1 

• II1 Adanya fonnat,instrument atau formulir yang memudahkan 
peserta melakukan prioritisasi 

1 01 I 
12 Ada formulir tentang program dan kegiatan menurut urusan 1 0 

pemerintah daerah 
Agenda Pembabasan 

13 Ada penjelasan maksud dan tujuan, agenda serta keluaran I 
1 

0 
pcnyclcnggaraan Musrenbang kecamatan 

14 Ada pembagian kc\ompok pembahasan menurut fungsi- I 0 
fungsi pemerintah daerah dan fungsi-fungsi terkait 

15 Ada fasilitator pemandu diskusi kclompok I 0 

16 Ada panduan untuk diskusi kelompok mengikuti alur I 0-­

pemikiran strategis 
17 Dinamika dalam kelompok beljalan baik dan kondusif 1 0 
18 Ada presentase kelompok dinilai memadai 1 0 

Keterwakilan Narasumber 

19 Ada perwakilan DPRD I 0 
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170 Ada perwakilan Bappeda I 0L=-.... 
1:0­Ada perwakilan SKPD . 21 


r22 Ada perwakilan LSM 010 

23 
 Ada pewakilan tokoh masyarakat 1 
 0 

I
24 
 Ada perwakilan kelompok perempuan . 0 
25 ' Ada perwakilan dunia usaha 0 0 

Ada perwakilan desalkelurahan 1 
 026 
 I

~-.. 
27 
 Kapasitas fasilitator untuk memandu dan menstimulasi 1 
 0 

!diskusi dinilai memadai ! 

I 
 ...
Sumber: hasIl anahsls pemlalan musrenbang kecamatan 2013 adaptasl dan 
kepmendagri050-187n<epfBangdaJ2007 
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PEDOMAN OBSERVASI 


Kegiatan Lokasi dan Aktoryang Analisis 

yang tanggal 	 terlibat 

diamati 

Musrenbang Aula Pertemuan • Kehadiran masyarakat 
kecamat 

• Wakil Ketua 
Kantor camat DPRD dan yang cukup anrusias 

an Laranruka Anggota DPRD mengikuti musrenbang 
Larantu tanggal; 20 • Sekcam beserta • Panisipasi masyarakat 

ka Maret 2013 StafKecamatan dalarn musrenbang 
bempa saran dan kritik 
sehingga suasana 

• 	 Akademisi 
• 	 Kepala desalLurah 

beserta Musrenbang menjadi 
delegasinya Hangat 

• 	 Masyarakat tidak 
dibagikan bahan 

• 	 Tokoh masyarakat 

• 	 LSM 
Musrenbang sehingga • Tokoh Perempuan 
banyak masyarakat hanya 
Cuma mendengarkan 
pembacaan usulan 
program kegiatan 
kecarnatan 

• 	 Diskusi tidak diJakukan 
karena penetapan 
program kegiatan 
prioritas yang akan 
diusulkan ke kabupaten 
sudah dibahas pada 
Perangkingan program 
kegiatan PNPM 

• Hanya beberapa tokoh 
masyarakat yang 
memberikan saran serta 
tanggapan terhadap 
program kegiatan 

• Adanya interaksi antara 
peserta dari pihak tokoh 
masyarakat maupun LSM 
dan peserta dari 
desalkeJurahan 

• Banyak pemhahasan 
yang kurang fokus pada 
program kegiatan yang 
akan didorong ke 
kabu ten 
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• 	 SKPD : hadir 
memberikan 
tanggapan/argumentasi 
terhadap program 
kegiatan prioritas 
kecamatan yang 
diusulkan 
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PEDOMiL"l' WAWANCARA 

Data Responden: 

Nama: 

Umur: 

Jenis Kelamin: 

Pendidikan: 


I. 	SLTA 
2. 	 DIPLOMA 
3. 	 SI 
4. 	 S2 
5. Lainya 


SKPD: 

Jabatan: 

Pertanyaan wawancara 


A. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

I. 	 Bagaimana pendapat anda terkait proses perencanaan partisipasi 

Musrenbang yang dilaksanakan di kecamatan dari identifikasi 

masalah,perumusan masaJah hingga penentuan prioritas Programlkegiatan 

2. 	 Apakah masyarakatJstakeholder lain telah cukup dilibatkanfberpartisipasi 

dalam dari tingkat desalkelurahan hingga Musrenbang kecamatan ? 

B. 	Bentuk-bentuk Partisipasi 

I. 	 Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang 

kecamatan selama ini telah sesuai harapan? Mengapa? (untuk Bappeda, 

Camat,masyarakat) 

2. 	 Bagaimana menurut anda tingkat partisipasi masyarakat dalam 

musrenbang kecamatail 

3. 	 Bagaimanakah akses masyarakat dan stakeholder lain untuk 

menyampaikan pendapatJsaran/pertimbanganiusul kepada Pemerintah 

Daerah? 

4. 	 Menurut BapaklIbu, Apakah peserta yang hadir dalam proses perencanaan 

pembangunan (musrenbang) mewakili seluruh unsur masyarakat? 

5. 	 Menurut Bapakllbu, apakah sumbangan pemikiran/usulan mudah 

disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan? Apakah seliap 

masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam memberikan sumbangan 

pemikiran? 
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6. 	 'vIenurut Bapakllbu, apakah masyarakt dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk 

diajukan ke Musrenbang yang lebih tinggi? 

7. 	 Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kecamatan 

selama ini telah sesuai harapan? Mengapa? 

C. Metode/Cara Pemberian Usulan 

J. 	 Apakah ada cara pemberian usul oleh masyarakat selain melalui forum 

musrenbang? 

2. 	 Bagaimana cara memberikan usulan agar usulan saudara menjadi usulan 

yang disampaikan? 

3. 	 Hambatan apa saja yang dihadapi dalm pemberian usulan 

D. 	Hambatan Partisipasi Masyarakat 

1. 	 Faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat dalam 

musrenbang kecamatan 

2. 	 Bagaimanakah pembinaan Pemerintah Daerah dalam pelibatan masyarakat 

pada musrenbang kecamatan? 

3. 	 Menurul BapaklIbu, apakah masyarakal mengalami kendala waktu dan 

tempat dalam memberikan sumbangan pemikiran? 

4. 	 Menurut BapaklIbu, apakah perencanaan pembangunan dapat 

mengakomodasi semua sumbangan pemikiran masyarakat? 

5. 	 Menurut Bapakllbu, Bagaimana respons masyarakat terhadap proses 

perencanaan pembangunan? 
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